
 

 
 

 
 

BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
NOMOR  17 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI  

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BULUKUMBA 

 
Menimbang:  a.  bahwa untuk efektifitas pelaksanaan standar      

akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan maka perlu merubah 
Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Bulukumba; 
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 
  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 
 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 27 TAHUN 

2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN BULUKUMBA 

 

Pasal I 
 

1. Ketentuan dalam Lampiran I Sistem Akuntansi SKPD Prosedur 
Akuntansi Aset Tetap poin 3a ayat (2) diubah dan ditambah sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
 
2)  Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar 

penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, 
PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal : 

 

Aset Tetap ............................................... xxx 

     RK PPKD ............................................................ xxx 

  

Belanja Modal........................................... xxx 

     RK PPKD ............................................................ xxx 

 

  Atas pengadaan barang dan jasa secara administrasi dapat 
ditangani dengan dua cara sebagai berikut : 
a) Pembayaran 95% dari nilai kontrak, dan masih terdapat 5% 

retensi fisik sudah 100% : 
 

 



Aset Tetap ........................................... xxx (100%) 

     RK PPKD ............................................................ xxx 
(95%) 

     Utang ................................................................. xxx (5%) 

 
b) Pembayaran 100% dari nilai kontrak dan fisik 100%, dan 

penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan 5% :: 
 

Aset Tetap ........................................... xxx (100%) 

     RK PPKD ............................................................ xxx 

(95%) 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bulukumba. 
 

     Ditetapkan di  Bulukumba 
     pada tanggal 11 Maret 2016  

     BUPATI BULUKUMBA 
 
   

 
 

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI 
 

Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 11 Maret 2016       
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

 
 

 
A.B. AMAL 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 17 


